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ABSTRAK

Kasus Bjorka merupakan kasus menggemparkan di Indonesia, dengan pola
kejahatan yang baru, yakni melakukan penerobosan terhadap sistem komputer atau
sistem elektronik milik pemerintah dan juga lembaga swasta. Namun, dalam hal
pelaksanaan penegakan hukumnya, kasus tersebut belum terselesaikan hingga saat
ini. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Bjorka tersebut pada dasarnya telah
diatur dalam Pasal 30-33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1
Tahun 2023), yang mencabut Pasal 30 UU ITE dan digantikan dengan Pasal 332
UU No. 1 Tahun 2023, berdampak pada adanya potensi kekosongan hukum dalam
konteks perbuatan yang dilakukan Bjorka dalam hal Pasal 30 UU ITE tersebut.
Disamping itu, bahwa Bjorka pula belum dapat dipastikan bahwa ia merupakan
sebuah korporasi, perseorangan, atau artificial intelligence. Oleh karenanya,
dengan itu penilitian ini akan melakukan analisis mengenai perbuatan Bjorka
tersebut sebagai tindak pidana dalam UU ITE disamping pula akan memberikan
penjelasan mengenai potensi kekosongan hukum yang terjadi. Lalu, dalam
penilitian ini pula akan mengakomodir pembahasan mengenai pertanggung
jawaban pidana dari Bjorka dikarenakan terdapat potensi berdasarkan pada bentuk
Bjorka itu sendiri, sebagai korporasi, perseorangan, atau artificial intelligence.
Dengan demikian, penilitian ini akan menggunakan metode penilitian yuridis
normatif dengan pendekatan masalah menggunakan statute approach, conceptual
approach, dan case study.

Kata Kunci: Cyber Threat; Bjorka; UU ITE; Pertanggung jawaban pidana.
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ABSTRACT

The Bjorka case is a shocking case in Indonesia, with a new crime pattern, namely
trespassing on computer systems or electronic systems belonging to the government
and private institutions. However, in terms of law enforcement implementation, the
case has not been resolved until now. Basically, the actions committed by Bjorka
were regulated in Articles 30-33 of Law Number 11 of 2008 concerning Information
and Electronic Transactions (UU ITE). Unfortunately, with the issuance of Law
Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (UU No. 1 of 2023), which
repealed Article 30 of the ITE Law and replaced it with Article 332 of Law no. 1 of
2023, has an impact on the potential for a legal vacuum in the context of the actions
carried out by Bjorka in terms of Article 30 of the ITE Law. Besides that, it is also
not certain that Bjorka is a corporation, individual, or artificial intelligence.
Therefore, with that this research will conduct an analysis of Bjorka's actions as a
crime in the ITE Law while also providing an explanation regarding the potential
for a legal vacuum to occur. Then, this research will also accommodate discussions
regarding criminal responsibility from Bjorka because there is potential based on
the form of Bjorka itself, as a corporation, individual, or artificial intelligence.
Thus, this research will use normative juridical research methods with a problem
approach using the statute approach, conceptual approach, and case study.

Keywords: Cyber Threat; Bjorka; ITE Law; Criminal Responsibility.
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